
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.627, 2013 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pemanfaatan 
Kayu. Izin. Produksi. Standar Biaya. 
Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR P.21/MENHUT-II/2013 

TENTANG 
STANDAR BIAYA PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU 

PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.65/Menhut-II/2009 telah ditetapkan Standar 
Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin 
Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam 
Rangka Pembangunan Hutan Tanaman; 

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 41/P/Hum/2011 Perkara 
Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.14/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009, beberapa 
Pasal dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.14/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.65/Menhut-II/2009, untuk dicabut; 

c.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin 
Pemanfaatan Kayu; 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor  167,  Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3760); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang 
Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6767), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3914); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang 
Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4776); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana 
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telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5056); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 91 Tahun 2011; 

17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 

18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P 
Tahun 2011; 

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-
II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang 
Berasal Dari Hutan Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan P.45/Menhut-II/2009 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215); 

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga 
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
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Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221); 

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2011 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52); 

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 779); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDAR 

BIAYA PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU PADA IZIN 
PEMANFAATAN KAYU. 

Pasal 1 

Standar biaya produksi pemanfaatan kayu pada izin pemanfaatan kayu 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi 
Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan 
Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
berlaku surut sejak tanggal 9 Februari 2012. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 April 2013  
MENTERI KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ZULKIFLI HASANangkan di 
Jakarta  

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 April 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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